
 
 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 74 TAHUN 2020  

 

TENTANG 

 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

RUMAH POTONG HEWAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi perekonomian dan daya beli 
masyarakat, nilai inflasi dan biaya operasional, perlu 
dilakukan peninjauan tarif retribusi rumah potong 

hewan;   

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 

Tahun 2018, tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi 
Rumah Potong Hewan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

    

3. Undang-Undang..... 
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  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana               
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat 
dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5296); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5356); 

  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
13/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Persyaratan 

Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan 
Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 60); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2018 Nomor 8); 

   11. Peraturan..... 
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  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020  

Nomor 2); 

  12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63); 

    

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. 

   

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

   

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 

  3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  4. Hewan/Ternak Potong adalah hewan/ternak untuk 
dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, 

unggas dan hewan lainnya yang dagingnya lazim 
dikonsumsi. 

  5. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas milik pemerintah 
daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu yang 
digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi 

konsumsi masyarakat luas. 

  6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

  7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial 

karena pada dasarnya bisa disediakan pula oleh sektor 
swasta. 

  8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang 
dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah 
Potong Hewan. 

  BAB II..... 
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  BAB II 

  PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

  Pasal 2 

   

  (1) Dengan Peraturan ini dilakukan peninjauan tarif retribusi 
Rumah Potong Hewan. 

  (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah potong 
Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 

     

   No Jenis Hewan/ 

Ternak Potong 
Tarif 

1. Hewan Besar  

(Sapi, Kerbau dan Kuda) 

Rp. 35.000,- Per Ekor 

2. Hewan Kecil  

(Kambing dan Domba) 

Rp. 10.000,- Per Ekor 

3. Unggas  Rp. 100,- Per Ekor 
 

     

  BAB III 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 3 

   

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

      

    Ditetapkan di Cibinong 

    Pada tanggal 26 Oktober 2020 

 

    BUPATI BOGOR, 

    
ttd 

    ADE YASIN 
     

Diundangkan di Cibinong  

Pada tanggal 26 Oktober 2020  

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  

ttd 
 

BURHANUDIN  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2020 NOMOR 75   

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

HERISON 


